BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALANM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN LEBARK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,

Menirmbang :a. bahwa Pedoman Pembatasan Sosial Berskala DBesar
Dalam Penanganan Corona Virus Disease 20149 s
Kabupaten Lebak telah ditetapkan melalui Peratursn
Bupati Lebak Nomor 84 Tahun 2020,

b. bahwa untuk efektilitas penerapan Pembalasan Sosial
Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus (isease
2019 di Kabupaien Lebak, perlu dilakukan perubahan
Peraturan Bupati Lebak Nomor 84 Tahun 2020;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebhagaimana
dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupat tentang Perubahan atas Peraluran
Bupati Lebak Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganarn

Corona Virus Disease 2019 di Kabupaien Lebak;




Mengingat

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tenting
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat [Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana (clah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupalen
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republhik Indonesia Nomor 2851)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan  Propinsi  Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010}
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Repubhik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 lentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrabh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679):



10.

1L,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Keschatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 lentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 lentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vims
Disease 2019 (COVID-19) Scbagai Bencana Nasional:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM |8 Tahun
2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(CGOVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 361);

Peraturan Menteri Kesehalan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Purcepatan Penanganan Corona  Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);




Menetapkan

12, Keputusan Menteri keschatan Nomaor
HK.01.07 /{MENKES /328 /2020 lentang Panduan
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan
Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan  Usaha
Pada Situasi Pandemi;

13. Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor  440-830
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktil dan Aman Corona Virus Disease 20019 Bagi
Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah;

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Penanganan Corona  Virus Disease 2019 di
Provinsi Banten (Berita Dacrah Provinsi Banten Tahun
2020 Nomor 435);

15. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep. 24 -
Huk /2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap
Kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi
Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG - PEDOMAN PEMBATABSAN SOSIAL BERSKALA

BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN LEBAK.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten




Lebak [Berita Dacrah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor

84) diubah scbagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, schingga Pasal 13 berbunyi
schagal berikut :
Pasal 13

(1) Selama pemberlakuan PSBB, kegialan di arca Pasar
dibatasi dengan nomor toko/kios ganjil genap alau
paling banyak 350% (lima puluh persen) dari
pedagang.

(2) Setiap Pedagang/pelaku usaha di area Pasar dalam
melaksanakan kegiatan wapb mencrapkan protokol
keschatan  sesual  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan  yang mengalur  Adaptasi
Kebiasaan Baru.

(3) Apotek di arca pasar dikecualikan dar kelentuan
pemberlakuan ganjil genap scbagaimana dimaksud
pada ayvat (1).

(4) Sectiap pengurus dan/atau penanggung jawab pasar
yang melanggar kelentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi:

a; teguran tertulis; atau
b: -denda  administratif paling  tinggl sebesar Rp.
-25.000.000,00 (dua puluh hima juta rupiah).

(3) Setiap Pedagang/pelaku  usaha yang  melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dikenakan sanksi administratif berpedoman  pada
peraluran  perundang-undangan  vang  mengatur

Adaptas) Kebiasaan Baru.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunwy

sebagal berikut :




Pasal 24

(1) Selama pemberlakuan PSBB, Pemerintah  Dacrah
dapat melakukan pemeriksaan/check point ketaatan
penerapan protokol keschatan pada tempat-tempat
tertentu vang ditetapkan oleh Bupati.

(2)  Pengelola stasiun kereta apl dan pengelola terminal
harus melakukan pemeriksaan/ check point kelaatan
penerapan  protokol kesehatan terhadap  sctiap

penumpang,

Pasal Il
Peraturan® Bupati  in1  mulai berlaku pada tanggal

cdiundangkan.

Agar selia Orang mengelahuinya, rmemerintahkan
v L) . -
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencempatannya

dalam Berita Dacrah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkashitung
| &

pada tanggal 21 Oklober 2020

_BURATI LEBAK,

VPN

rEOEO

"HABUPATEN LEBAK,

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOQR 87




